
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3851); 

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Oaerah-Daerah lingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1822); 

Mengingat 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 
atas Peraturan Bupati Buton Nomor 6.A Tahun 2014 tentang 
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Buton Tahun 
2014; 

a. bahwa berkenaan dengan perkembangan yang tidak sesuai 
dengan Asumsi dan Kebijakan Rencana Kerja Pembangunan 
Daerah Kabupaten Buton Tahun 2014 dan dalam rangka 
melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 
2008 tentang Tahapan, yatacara Penyusunan, Pengendalian, dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka 
Peraturan Bupati Buton Nomor 6.A Tahun 2013 tentang Rencana 
Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Buton Tahun 2014, perlu 
ditinjau kembali; 

Menimbang 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BUTON, 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR NOMOR 6.A 

TAHUN 2013 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH 
(RKPD) KABUPATEN BUTON TAHUN 2014 

PERATURAN BUPATI BUTON 
NOMOR 11·4 TAHUN 2014 

BUPATIBUTON 

PROVINS! SULAWESI TENGGARA 



13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerfntahan Daerah 
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Repubfik Indonesia Nomor 4585); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran N·egara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia 
Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nornor SS Tahun ZOOS tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana 
Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4405); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Repubfif< Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerf ntahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran N·egara Repubfik Indonesla 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional' (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66) Tambahan 
Lembaran Negara Repubfik Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran N·egara Republik Indonesla Taliun 2004 Nornor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara RepubHk Indonesia Nomor 4286); 



Pasal 3A 
(1) Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Buton Tahun 

2014 disusun dengan Sistematika sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
BAB II EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2014 KABUPATEN BUTON 

SAMPAI DENGAN TRIWUlAN KEDUA 
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM 

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BUTON TAHUN 2014 
BAB IV PENUTUP 

Pasal I 
Diantara ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 6.A Tahun 2013 
tentang. Rencaoa Kerja. Pemhangunan. Daerah. Kabupaten. Butan. Tahun 2014,. disisipkan 
1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A yang berbunyi sebagai berikut: 

MEMUTUSKAN : 
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUP-A11 BITTON· NOMOR: 6.A TAHUN· 201:3 TENTANG R:ENCANA 
KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2014 

Menetapkan 

20. Peraturan Daerali Kabupaten Buton Nornor 16 Taliun 2013 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD) Kabupaten Buton 2013-2017; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2011 tentang 
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah 
Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2009 Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buton Tahun 
2005-2025; 

17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang 
Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja 
Pembangunan Daerah Tahun 2014; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 11); 

14.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4817); 



SAMSU OMAR ABDOL SAMION 

;-'-- 

Ditetapkan di" Pasarwajo 
pada tanggal ID - (p - 2014 

,- _, _ 
µ~JAe~i-r 1PARAt? 

Pasal rr 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini, dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Buton. 

BUPATI BUTON, 

(2) Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Buton Tahun 2014 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan. B.upa.ti. ini. 


